KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIIUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana yang
baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua, perlu dibangun prosedur
dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien;

b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional
sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf d
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertindak
berdasarkan standar operasional prosedur dan
subtansi profesi administrasi Pemilu dan
Pemilihan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan
Standar Operasional Prosedur Perjalanan Dinas
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat...

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




Mengingat

1,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 113/PMK.05/Tahun 2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor...
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2

Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 784)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Komisi...

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun
Anggaran 2022;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sabu Raijua Nomor 34/PK.01-BA/5320/2022
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sabu Raijua tanggal 23 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA.
Menetapkan  Standar  Operasional Prosedur
Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana
terlampir dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Standar  Operasional Prosedur  sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU merupakan
Pedoman dalam Perjalanan Dinas di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARJAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,
ttd.

ALPIUS P. SABA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

STANDAR OPERASIONAL PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




KOMIS)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

. NOMOR 07
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

idih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




NOMOR SOP

Hid

|KETERKAITAN

TANGGAL PENGGESAHAN ;|23 JUNI 2022
DISAHEAN OLEH |KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
HKOMISI PEMILIHAN UMUM i
HABUPATEN SABU RALJUA KABUPATEN SABU RALIUA,
ttd.
ALPIUS P. SABA
NAMA S0P |PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RALIUA
HUKUM : EKUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Pemililhan Umum Nomor 314/0RT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Linglungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kemisi Pemilihan Umum
Kabupaten / Kota:

1

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

PERALATAN/ PERLENGEAPAN

Memahami tentang Prosedur Pengelolasn Keuangan;

2 |Memiliki sertifikat Bendahara (bagi Bendahara Pengeluaran);
3 |Pendidikan Minimal D-1I1 Akuntansi;

Laptop, Printer, Scanner, Brankas, Lemari Arsip, Mesin hitung

uang dan ATK.
|mm PENCATATAN DAN PENDATAAN i
Apahila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
berpengamih terhadap kineria organisasi. Petunjuk Operasional Kegiatan

SPM/SP2D
Bukti-Bukti Transaksi

L= -

Standar Biaya Masukan

BEU dan Buku Bantu lainnva

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




SOP PERJALANAN DINAS (Perjadin) KPU KABUPATEN SABU RALJUA

Pelaksana Mutu Balkua
Bub Heterangan
HKepals Penandats Pelaksana
. Bagian i*rlw.. ogunan Btaf Bendahara Perjaianan Kelenghapan Waktu Dutput
Bagian ;‘PE g—!lﬁ Barat Pelaksans | Pengelusran Dinss
Penguaul Perintah
dan Membayar
Logistilk
..—.—nm"m=r€ﬁ..m Mengusulkan ) Tlvajuk)
Perjalanan Dinas. . hari sebelusm
—u..ﬂ-.._iﬁ.__.,. . kegiatan bagi - .
EEEE dengan undangan Perjalanan (1) Eﬂt: masing
Dinas masing Kasubbag Selretariat
saan-.ﬂwm_ KPU Kabupaten Sabu Raijua;
BA Rapat Pleno, Notulen 20 menit TOR diberikan kepada [2) TOR memastilkan
wp.“mﬁmh__ __n_ﬂ.ruH- Acuan E ._-JE_HU_.! e et oo 7 D_“-.h.. B ...:H___r_n
Kegiatan diterima / Anggaran Hari Perjalanan Dinas;(3)
Rapat Plesio Standard Biaya E‘.—.—.’E
berakhir bagi Dalam daerah amu Luar
Perjalanan Daerah
Dinas
Panggilan/Und
Tidak angan
KPA memverifikasi TO
Perjalanan Dinas
Dokumen TOR/ Kerangka : Kunsa Pengguna
Acuan Kegiatan 10 Rlestik enerimaTO Anggaran { Sekretaris
KPA Mend
kepada Kepala O 5 Kuasa Pengguna
. : Dokumen m.___.nﬂ.,!.u__s Menit Disposisi Anggaran/Sekretarisn
Logistile
—
mienindakianjuti
i A
Menyampaikan  catatan Catatan Disposisi bersama ; Tindak lanjut Disposisi }
kepada  Pejabat st e 5 Menit kepada PPK Kepala Sub Bagian Keuangan
B |P Me
pencermatan rhadap * Catatan Disposiai bersama| g\ ; | Melaksanakan Tindak lanjut| Pejabat Pembuat komitmen
rnﬁ_,_-mgmp-."_:!ﬂ AfERATAR Dokumen Anggaran o
_nﬂmnb (MAEK)




M- Pejabat
Kegia Kopala Kaasa — Penandata
- Bub Fengguas - R ngroan Btal Bendabare | Feiakmess Estornngen
Eeuangan,| Pembuat Perjalanan Eelengkapan Waktu Output
Bagian | Angguran/ o i Bumt Pelalsans | Pengeluaran o
Pengusul | Bekretirks — Perintah
Loglstik Membayar
PPK Menvampaikan kepada
HKepala Sub Bagian Catatan Dispoaisi bérsama -
Keuangan tentang Dokumen Anggaran Menit elaksanakan Tindak lanjut| Pejabat Pembuat komitmen
ketersedian anggaran
Kasubbag |
Manpempeiian  €a Kassubag KUL mendisposisi
kepada taf  untuk . Dokumen TOR yang telah : o | kepada Staf yang telah diberi
EE-.___.FurF.n _u:_._.ﬁunn... Did o 15 Menit Melaksanakan Tindak lanjut iaml
uﬂ”ﬂiﬂﬁ! i administrasi perjalanan dina
Staf Pelaksana Membuat
Daftar  Nominatif dan Staf yang telah diberi tuga
menyampaikan  kepada r 1l g | LT Daftar Nominatif menyispkan administrasi
Pejabat Pembuat Komitmen ek perjalanan dinas
FPK  Meneliti ,._ﬂ.uEﬁ
kelengkapan dokumen dan + Doku Daftar
Hﬂi?ﬂ. r__.“..hﬁﬂn gm”%%ﬁmh. eni Melaksanakan TUPOKS] Pejabat Pembuat komitmen
dengan yang
dimaksud atau tdak. Ye
10 fm-n Menerbitkan  Sura
Permintaan Pembayaran Dokumen SPP/TOR dan SBurat Permintaan .
(SFF) + Daftar Nominatif 5 Menit Peml {SPP) Pejabat Pembuat komitmen
PPSPM neliti  kembali| Tidak
dokumen atau administrasi _ L
En?&EuE.E!ﬁun it in-l_s 0 Uarunaﬂnﬂnu _“__HHHM.E Menit Melaksanakan TUPOKS PPSPM
Anggaran .L Ya
PPSPM Menandatangani
Surat Perintah Membayar P Surat Perintah Membayar
[BFM] DOKUMENSFM | 10 Menit (SPM) PPSPFM
3 [Staf Pelaksana Mengajukan = aPM pada KPPN
SPM ke KPPN tuk LS -
diterbitkan SP2D meneliti dokumen yang
diajulan, apabila ada
kekeliruaan dikembalilkan
DOKUMEN 5PM 1jsatu) hari 8P2D untuk diperbailki. Apabila
sudah sesuai, maka KPFN
menyetujui dan menerbitkan
urat Perintah Pembayaran
Dana (SP2D)




Pelaksuns Mutu Balm
- peps
Ho. Hegiatan Hepala Huass Bagd Pejabat Penandata Pelak Hoterangan
Bub Pengguna nganan Btaf Bendahara
Baghtn | Anggaren/ Heuangan,| Pembuat -y b | Wana Perjalanan Eelengkapan Walktu Cutput
Pengusul | Belretaris nfi_l- Perintah
Logistik Membayar
14 |Bendahara Pengeluaran
Membuat cek dan
mengajukan kepada KP '
untuk ditandatangani guna EK eni Kas Bendahara Bendahara
pencairan  uang  sesuai
kebutuhan.
15 |Bendahara Mencatat
s Ml =
tan SPT, SFD, Kwitansi Panjar
pembayaran biaya Perhitunganya Perjalanan satu) hari Kuitansi dan Dokumen Bendaha
perjalanan  dinas kepada Dinas 70 %, Tiket PP R OML L
Pelaksana Perjalanan .
6 |Pelaksana Perjalanan Dinas
melaksanakan  perjalanan Sesuai jadwal | Laporan Perjalanan Dinas
dinas * SPT, 8PD dan Tiket Perial dan Dok il Bnla Pelaksana
Pelaksana Perjalanan Dinas (1) Surat Tugas, (2] SPD
Melakukan P VRNg ditandatangani
pertanggungiawaban pejabat be Laporan Perjalanan Dibua
terhadap perjalanan dinas ditempat tujuan (3) Tilet,
vang telah dilaksanakan Boarding Pass, Atrport dalam 2 rangkap, 1 rangka;
dan Bukti Pembayaran| l(satu) hari Laporan Keuangan ..:”xuﬁihuu
Transportasi Lain; (4) Bukti setelah Pertanggungjawaban Rampung, | Rangka
Penginapan; (5) Laporan| kegiatan Perjalanan Dinas P e Subbagian
Perjadin; (6) Dokumentasi Program dan Da
kebutuhan E-Monev
Bendahara  Pengeluaran| {1) Surat Tugas, (2) SPD
Hﬁ - perhitungan Eﬁf ditandatangani)]
r_s- setelah memverifikasi . “mwa___.n. tujuan (3] Tiket, il bt
Eﬁaﬂ:ﬁn administrasi Boarding Pass, Airport Tax| (88 b Kuitansi Rincian
pertanggungiawaban  yang dan Bukti Pembayaran| .. ranggungajawaban Biaya Bendaha
nimﬂv..nf:.n_n: Pelaksana Tranaportasi Lain; (4) Bukt| _..E_IEE. Perjalanan Dina
Perjalanan Dinas Penginapan; (5 Laporan
Perjadin; (6) Dokumentasi,
7 Daftar Pengeluaran Ril,
Bendahara Pengeluaran (1] Surat Tugas, (2) SPD
Menyampaikan kepada KPA I yang ditandatangani|
.nmb FFK semun _um_..u_... ] vn._sﬂiun
ministrasi perjalanan ditempat tujuan (3] Tiket, satu) hari
dinas guna disahkan secara Boarding Pass, Airport Tax sotelah Dokumen Laporan
definitif dan Bukt Pembayaran| ,; Pertanggungjawaban Blaya Bendahara
Transportasi Lain; (4) Buke Evu Perjalanan Dina
Penginapan; (5] Laporan
Perjadin; (6) Dokumentasi,
Daftar Pengeluaeran Riil,




Pelnlsans
Mutu Baku
Hepala
Sub Pojabat
Bagian Pejabat Penandats
Keuangan,| Pembuat AL Btaf Bendahars H_E_u Keterangan
Umum | Kemitmen P Dinss
= Burst Pelaksana | Pengaluaran Eelengkapan Walktu Output
Logiatik Membayir
(1) Surat Tugas, (2) SPD
. yang ditandatangani
peiabat
.“_m_o_-a&;ﬂu! W..p..__..“-h (3] Tiket,
i . .mﬂ:ﬂﬁaﬂ (dua) Hari s Unrnﬂnm.Fﬂoﬂa. KPA, PPK dan Bendahara,
Bukti e _"N&i;:u e Kerja E:-ﬂ:bﬂ-ﬂn,un: Biaya (2) Bendahara menvelesaikan
gn_igiﬁnﬂ B Yacee Perjalanan Dinas PD Rampung
Perjadin; (6] Dokumentasi,
7 Daftar Pengeluaran Riil,
[(1) Surat Tugas, (2) SPD
vang ditanda i
. pejaba Ehﬁﬂ_
ditempat tujuan (3) Tiket,
|Boarding Pass, Airport Tax| umen Laporan
dan Bukti Pembayaran| Setiap hari sl
Transportasi Lain; (4) Bukt|  kera T e s
Penginapan; (5) Laporan e i
Perjading (56) Dokumentasi
Daftar Pengeluaran Riil




PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana

struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk mengantisipasi keadaan kahar (force majeur), perubahan/ revisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan
Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Perjalanan Dinas, maka Standar
Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba
Pada tanggal 23 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIA§, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN @ARU"RALIUA

}%ukum dan SDM,

ttd.

ALFIUS P. SABA

jdih.kpu.go.id/ntt/saburaijua




